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FFlun,angan yang diharlapi Pengarus-utarnaan kebijakan lingkungan

I tidak dapat semata diidentifikasi melalui seberapa banyak isu

I lingkungan dalam komposisi kebijakan pubtik atau menyeimbangkan

dominasi pembangunan induskial dengan narasi pembangunan berkelanjutzrn'

sebelrrm mengawal translasi kehendak politik, tugas besar dalam meniaga

harmonisasiberbagai elemen dalamlingkunganhidup saat ini adalah memastikan

bahwa medium hukum dan kebiiakan lingkungan hiduo bebas dari patologi

berpikir yang dapat meruntuhkan uPaya-upaya konservatif maupun restoratif di

tengah taju kerusakan lingkungan yang harus Capat senantiasa diantisipasi'l

Karakter prinsipil dari hukum lingkungan Pun menyediakan ruang

eksplorasi lebih lanjut. sebagai salah satu subsistem hukum, hukum lingkungan

mengandung karakter paradoks yaitu ke$dakpastian (uncertainty) dan probabilita-"

dari lingkungan dan h'lkum yang bertugas menciptakan suatu tatanan yang

teratur. Karakter paradoks dalam hukum lingkungan tersebut terus berturnbuh

dalam suatu kecenderungan diferensiasi konstan dari tatanan ortodoks hukum

seperti tradisi, konsep, dan prosedur.2 sebagai konsekuensinya, eksaminasi yang

sepatutnya dilakukan untuk membebaskan hukum dan kebiiakan lingkungan

hidup dari patologi berpikir adatah penelaahan kritis yang diantaranya dilakukan

dengan menggeser paradigma dari penelahaan praktls terhadap hukum

Lingkungan menjadi penelaahan praksis yaitu resiprositas observasi dan tindakan

yang saling menjaga relevansi antara teori dan kenyataau sosial.3

1 ivlichael M'Gonigle and L,ouise Take da,Tle Liberal Linits of Enoironnerital lno: A Green l/;gal

Ci ti que, 30 Pace Environmental law Review,2003, pp. 1005-1115, Nm. 1005.

2 Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Absent Enairorunents: Tlrcoising Enairownentc! Lmo

and tlu Ciry, (New York Routledge'2007'1, hlm.24-25.

3 Paradigma ini ditawarkan sebagai basis dari proposal Greeu kgnl Tlrcory yang dihrlis oleh

Michael M'Gonigle dan l-ouise Takeda, OP.Cit, trlm. 1113. Selain Green bgal Tluory, perkern-

bangan studi hukum lingkungan iuga ditopang oleh studi multidisiplin hukum (legal multi-

dis cipli nnry\ sebagaimana yang dihrlis dalam Michael G. Faure dan Nicole Niessen (ed.), Er-

oironmmtal Lmu in Deoelopmcnt: Lessotts

Elgar Publishing, lnc., 2006), hlm.4-6.
t fromThe lndonesia

L

E tpcience, (Massachusetts: Edward
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Adanya paradoks tidak serta merta meniadakan area persinggungan. Hukum

lingkungan hendaknya selalu berupaya menj ag a continuumyaitu menyeimbangkan

produk kekuasaan dengan terus melakukankatalisasi upayaemansipatoris melalui

kebijakan dan hukum lingkungan itu sendiri. Demikian, ideabrya diharapkan

perubahan dapat terwujud secara efektif karena pewacanaan yang didorong oleh

dua polar kekuasaan tersebut.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para Penulis yang telah

mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam menyelesaikan artikel ini

4an melaliukan rcvisi berdasarkan masukan substantif dari penelaahan sejawat

dan Sidang Redaksi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada segenaP anggota

Sidang Redaksi yang telah menelaah dengan cermat dan memberikan rnasukan

substantif bagi tiap artikel. Tidak lupa kepada Mitra Bebestari edisi ini, Andri

G. Wibisana S.FI., LL.M., Ph.D. yang telah melakukan blinil peer taniew terhadap

artikel dalam jurnal edisi ini.

Akhir kata,IHLI \bl. 4 Issue 1 (September 2017) ini tidak lepas dari kekurangan.

Bedaksi mernpersilakan semua pihak memberikan kritik dan masukan untuk

memperbaiki proses maupr-ur substansl maupun hasil akhir artikel yang dimuat

dalam jurnal ini.

Jakart+ September 2017,

Redaksi
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Tera Kuore Prnre.unaNGAN DALAM KrneNcre INpONrSte

INconrOnATED UNTUK MrwuJucraN NECene KTS5y4HTERAAN

Oleh: Suparto WiioYol

Abstrak

Aspek yuidis tata kelcla pertambangan diformulasi memberikan konstruksi

baru yang solutif bagi kesejahteraan rakyat. Tata kelola perta::nbangan yanS

baik dapat menjadikan Indonesia sebagai superkoridor ekonomi dunia melalui

implenrentasi konseps i lndonesia lncorporated. Gagasan ini dicitakan meneguhkan

karakter NKRI sebagai negara hukum berkesejahteraan rakyat dengan

memanfaa&an sumber daya pertambangan. Kajian normatif ini menghaciukan

kewajiban Indonesia yang memakmurkan rakyat dari sektor pertambangan

sedasar Pasal33 UUD 1945.

Pengembangan lndonesia lncorporated datam sistem hukum nasional

dimaksudkan untuk menyelenggarakan pertambangan beru-isi negara

kesejahteraan. Hal ini mendorong dilakukannya penguatail pengaturan hukum

sebagai basis keabsahan kebijakan pertambangnt yang berkerakyatan. Tata

kelola pertambangan dibingkai dalam piranti legal franmootk yang berkeadilan

sosial sebagai manifestasi negaia keseiahteraan- Kegiatan pertambangan yang

tidak mensejahterakan rakyat niscaya kehilangan legitimasi filosofis (Pancasila),

konstitusional (UuD 7945\, dan sosial. Tata kelola pertambangan mutlak berpiiak

pada prinsip pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci: lndonesia lncorporated, negara hukum, negara keseiahteraan, tata

kelola pertambangan, pembangunan berkelanjutan'

Penulis adalah Dosen Hukum Lingkungan Fakultas HukumUniversitas Airlangga, dan Koor-

dinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasariana, Universitas Airlangga
1
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SUPARTO WUOYO

Abstract

Legal aspect of mining Soaentafice formulated to giae solutiae new contraction fot

people welfare, Good mining Solemance can make lndonesia as the super coridor of utorld

economy through implementation of lndonesit lncorporated concept. This idea was created

to affirm tle charucter of the lJnitary State of the Republic of lndonesia as a rule of law

on the welfare of ttu peopte by utilizing mining resources' This notmatiae study explains

Inilonesia's obligation to prosper the peoptc from the mining sector under Article 33 of tlu

1945 Constitution.

The darclopment of lndonesia lncorporated in the nationa! legal system is intended to

conduct state welfare mines. lt encourages the strengthening of legd atrangements as the

basis for the legitimaq of a sustainable mining policy. Mining 4c'oernance is framed in a

legal justice frantework as a manifestation of ttu wetfdre state. Mining actittities tlut ilo not

prosryr the people unitoubteitly lox philosophical legitimacy (Pancasila), constitutional

(uuD 7945), anil social. Mining guaetnance absolutely stands on tlu pinciple of

sustainable dzitct opment for people' s welfare.

Kryroorils: Indotesia Incorporated, state law, welfare state, minins gil)ernance,

s us t ainable dn elof nen t

I. Pendahuluan

Berbagai refererui yuridis dan ekologis telah memberikan deskripsi faktual

bahwakekayaantarnbangsrratuwilayah,temyatatidakserta-mertamenseiahterakan

rakyat di daerah yang kaya bahan tambang.2 Kompleksitas permasalahan semakin

ruinit dengan memasuki masa transisi atas berlakunya ltndang-undang ivo. 23 Tafutn

2 Berbagai pemberitaan media massa daPat diruiuk dan dapat dibaca Sukamo, lndonrrlia

Menggugat: Pidato Pembelaan Bung lfurno Dimukt Hakim Kolonial, SK. Seno, Diakiita 1956, h.

6M7. Ignatius Haryanto dkk lEditor), khutatan lndonesia Pasca Soeharto: Refotmasi Tanpa

Perubahan, Pustaka Latiru Iakarta 198, h. 11-46. Kerry B. Collison, lndonesia Gol4 Sid Har-

ta Publishers, Australi& 2W2, h. M9486. [.eontine E' Visser dan Amapon fos MareY, Bakft

Pamong Pmja Papua, Kompas, Jakart4 2008, h.33t360. Freddy Numberi, Quo Vadis PaPua,

PT. Buana Ilmu PoPuler, )akarta,2013, h. 787-258 Frento T. Suharto, Menambang Kekqlaan

Da,i Bisnis Enrus TanPa Mengeruk AIan+W Elex Media Kcmputindo, |akarta, 2014, h. 87-LU-1.

Suparto Wijoyo, Re.ldamasi itu kbutulwn Siapa, Forum Keadilan, No. 22, 16 Oktober 2016'

Weekly Sindo, Uli Nyali Freeporf, No. 52Tahun

2

V 27 Februari-S Maret 2017.
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201-4 tentang Pemeintahan Daerah (UU Pemda). Konflik kewenangan dan orientasi

ekonomi menyelimuti pengelolaan pertambangan yang tidak menguntungkan

rakyat dengan penegakan hukum (trngkungan) y*g sangat lemah'3

pemerintah daerah kabupaten/kota tidak pula memberikan fasilitasi dengan

melakukan pengorganisasian para penambang liar untuk diberikan solusi yuridis'

ekonomis clan ekologis sesuai dengan kaedah pembangunan berkelanjutan

(sustainable dnelopment). Pengabaian pengakuan terhadap hak-hak masyarakat

lokal, khususnya masyarakat hukum adat acapkali maslh terjadi. Benturan

kepentingan antara penduduk lokal dengan perusahaan tambang merupakan

fenomena harian- yang seringkali terlambat direspory sehingga menimbulkan

disharmoni sosial.

Berbagai realitas pertambangan telah mendiskripsikan pula kurangnya

pendai'agunaan sarana administrasi (datam klausula perizinan) mauPun

insrrumen ekonomi yang berupa iasa lingkungan dan jarninan reklamasi sebagai

sarana legal pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Di banyak

daerah justru instansi pernerintah kabupaten/kota tidak menginternalisir biaya

lingkungan sebagai bagian dari manajemen pertambangan.' Kenyataan ini sangat

rentan dengan tindakan korupsi di bidang pertambangan berupa pungli terhadap

alat angkut mauPtlnvolume bahan tambang'

Terdapat pula kecenderungan bahwa kepala daerah kabupaten/kota

melakukan pembiaran atas kerusakan areal pertambangan hanya semata-mata

karena alasan kewenangan yang sudah beratih ke pemerintah provinsi' Padahal

pejabat yang membiarkan kerusakan ekosistem berdasarkan Undang-unilang

No. 32 Talrun 2009 tentatg Petlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IU
ppLH), dapat dikualilikasi sebagai pejabat yang melakukan tindakan kejahatan

(Enoironnrcntal Disputes Resolution), AI-JP,Suparto Wijoyo, Penyelesoian Sengketa Litghmgan
Surabaya, Cetakan Kedua, 2005, h- 19-86. SuParlo

fum Pingelolaan Linglatngan Secara Terpadu, AIJP,

Karakteristik I lukum Acara P eradilan Administrasi,

3
1 /iioyo, Rcfleksi Matarantai P engaturan Hu-
Surabaya, 2005, h. +14. Suparto Wifoyo
AUP, Surabaya, Cetakan Kedua, 2005, h.

34-67. Suparto WijoYo, Kusebut Indonesia: Dni Kewrckaragaman Meruritt Kescragnman Hayati,

AUP, Surabaya 20lLh-45-78. Kementerian Lingkungan Hidup, Himpunarr Hnsil-hnsil Putu-

san PengadilanTentang Tinrlak Pidana Lingkungau KLH, Jakarta,2007

Suparto Wijoy o, Birolcrasi Pungli Menglunbat Biocracy, Koran Sindo, 25 Oktober 2016' Suparto

w}oy", lvti"gg"gat MalouNegara, Jawa Pos, L November 2016. SuPaIto wiioyo, Pettas Huls./,r

dai kadilailawa Pos, 16 Desember 2016. Suparto 1{iioyo, Menggugat Negara Soal Baniir,

)awa Pos, 13 Maret 2017.

4



SUPARTO WIIOYO

lingkungan.s Kenyataan demikian semakin memperburuk potret pertambangan

nasional di kancah perkembangan dunia yang sangat ekstrim-6

Kondisi faktual dunia saat ini menunjukkan adanya: Pengurasan energi

yang terus diperebutkan, keamanan yang menganczlln, konflik dan peperangan

yang masih mewarnai berbagai belahari bumi, bencana alam dan jiludist war,

pertumbuhan penduduk dan culture u,rlr, krisis Pangan dan indentitas, terutama

kemiskinan yang melanda disetiap segmen geografis dunia.T Terhadap hal ini

terdapat tulisan lama )ames Goldsmit, The Trap yang disampaikan dihadapan

2000 orang di Grnnd Ampiitheatre Llnioersitas Sorbonne, Paris bahwa:E

Setiap masyarakat di dunia ffioilefl sedang menghadapi problem runit dm tidak

adn solusi yang sederhana ilan univercal. Tetapi banyak di antara problem ilii

ruemiliki akar yang sama.llmu, teknologi dan ekonomi telah diperlakukan oleli

masyarakat modein ini sebagai tujuan itu xndiri, bukannya sebagai sarant

pentin g untuk meningkatkan kesei ahteraan.

Meningkahya pengangguran, kekerasan, kemiskinan, kemerosotan

Iingkungan dan kesadaran runurn bahwa telah te4adi kesalah.an yang mendasar

dalam pengelolaan perekonomian negara seperti yang dilarsir James Goldsmit

tersebut telah sampai pada tataran merenungkarr kcrr,bali keberadaan negara

kesejahteraan yang dalam ungkapan Biorn Hettne: Negata Kexjahteraan

Diperto-nyakan. Peran negara Can pemerintah untuk mensejahterakan rakyat harus

clitata kembali dengan mer,yodorkan Paradigma Tleory €t Poliry Maki.ng dalam

lingkup Good Corporate Goaernarce. Dinarnika <iunia memang turut menenfukan

pergerakan ekonomi suatubang:sa.' Kebijakan pertambangan untuk kesejahteraan

5 Suparto Wiioyo, TakblahDirunilungBencana, Jawa Pos, 2J Desember 2016. Suparto Wiioyo,

Negara Huhtm Dalaru Daulat Kuasa,IawaPos, 14 |anuari 2017.

6 Diolah dari pemikiran James Cantoru T-lw Extrenp Fuhrre, Alvabet, Ialarta, 2010, htm. 68.

7 Daniel, Yerg;nThe Quat: Enngy, Seatity, od tlw Remaking of tlu Modmtwofld,The Pmguin [tess,

New Yorh 2011. George Friedmaru Ttre Nert lN yean, Anchor Books, New York, 2m9. Thomas L.

FriedrrarU TtaWorldls F'lat: SejmahRingka AbadKe-2l,DianRakyatfakarh, ffi,h.67-9t3.

8 James Goldsmith, Perangkap, Yayasan Obor Indonesia Jakafia, 1996, h.3. SuParto Wijoyo Mc-

nyoal kgitim asi Reklamnsi, Kompas, 4 Oktober 2016.

9 Bfom Fiettne.Teori Pembangtnan DanTiga Dunia,W. Gramedia Pustaka Utam4 Iakarta, 2001.

Iicla Akta ParadigmTheory B Poliql Making ReconfgdtrgThe Fuhre, TUTLE, 7W,h.2136.
Eric Schlosser,, Comrwnil And C.ontrol, The Penguin Press, New Yorlq 2013. Nicholas Mousis,,

Cuide to European Policies,6th edition European Study Service, BP29-B-1330 Rixensart, Belgiurn,

2C00, h. 67-90. Meene van de, [neke and Benjamin van Rooij, Acce ss to lustia And lzgnl Empower

nwrt: Making tle Poor Cenfinl in kgal Deoelopnent Co-operatiotr. Leiden University Press.

4
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rakyat, meminjam bahasa Alan Gart dirumuskan dalam ranah RDR, yaitu:

Regulation-Deregulation-Reregulation 
lo Dengan RDR berarti konsepsi GCG (Good

Corporate Goaernance) sebagai tuntutan tata kelola pemerintahan modern tetap

berada dalam kerangka utelfare state yaurrg tetap bertumpu pada negara hukum

(rechtsstaaf) sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Permasalahannya adalah:

b agaiman ak ah mengimp lem entasikan konsep si yuriilis lndo ne si a lncorp orute d

dalam tata kelola pertambangan untuk mewuiuilkan keseiahteraan rakyat?\l

ll. Good corporate Gooernance (GCG) Sektor Pertambangan Dalam

Konstelasi Bernegara

Konsepsi Good Corporate Gooeniance (GCG) merupakan produk dari

perkembarrgan sejarah bernegara melalui perafuran perundang-undangan' Dasar

pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 1: Evolusi Pergerakan GCG Menui t lndonesia Incorpotateil

Negara sebagai "0. society potitically organized" yang dalam pemikiran |.|.

Rousseau (1712-1778) merupakan resultan 'Tlu Social Cofltract", tersusun

i.

::

10 Gart, Alaru ReSzlafion, Deregulation, Reregiation:

curities Industies, |ohn Wiley & Sons, Inc, 1994.

The Future of the Banking, Insurancc, anil Se'

Wijoyo, Suparto, llnu Hukum, Airlangga

Universy Press, Surabaya" 2Cf.5, h.3747 .

11 pengkajian ini juga diinspirasi pembahasan dalam Al Gore, Tlw Future, A Random House

Group Company, 2013. Robert C. Guell,, lssues in Ecoromics Today, McGraw-Hill, 2012. Tom

Gorman, Thc Complete ldeal's Gltides, Econotnics, Prenada, 2C[,9,87-9{J'
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atas elementasi wilayah, rakya! pemerintah mauPun kedaulatan' Pemerintah

mengimplementasikan tujuan negala secara terorganisirl2 dengan melakukan

tata kelola pemerintah an (gooernance) gna menjalankan tugas fungsionaT: "self-

organizing, interorganizational networking" yang berkaraktet "interdependence,

rcsource-exchange, rute of the game, and significant autonomy from tlu state" -13 Tata

kelola negara dalam konsepsi Soaemance pada perkembangannya harus malnPu

menyelenggarakan kepentingan publik'

sektor publik akhirnya menjadi Pusat perhatian tata kelola pemerintahan

("gwernnnce") y&g kemudian mendapa&an tam-bahan atribut "ya g baik" '

sehingga disebut " good goaernance". Negara pada akhirnya harus diterima sebagai

kenyataan publik uniuk menjadi bagian integral yang saling bersinggungan pada

ftLalng goaernance dalamhubungan antar sektor:l4

Garrbar 2: Hubungan Antarsektor dalam GooilGooeraance

72 LihatAlgr+ N.E., at., a11., P r ofrel o an iet Rccht,Kluwer, 1999. Ash Gartorv Timothy, Free Warld:

Ameica, EuroPe and tlu Suryrbing Futurc Of Tle Wesf, RandomHouse, Inc., NewYork 2(M,

104-157. Friedmatul Y,1., Tlu Shttc AndTfu Rule Of Lro in a Mixed EconomrT, Stevens & Soru,

Londoru 1971., h.2-5. Francis Fukuyam+ Xnwatgail Yapitdlistne ilan Demo*r:asi Liberul' Qa'

ta4 YogYakarta" 2001, h- 89-128'

13 BacaFrancisE.Roqrke, BureauctacyPolitia,andPublicPolicy,Uttle,BnownandCompany'Bos-

ton,1g76.Geof.frey samuel,, Ttu Fiundattons of lzgal Reaso:ing, 1994. Ruud Lubbers,

at.a17., Inspiration for Global Gooemance: The inioirsal Declarntion of Hwnan Riglis and the eanh

Charter,Kluwe[, 2008. Miriam BudiardjO Dasar-Dasar llrut Politih Gramedia' Jakarta' 2015'

14 Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunaru

Akuntabilitas dan Good Gwemance,Jakarta, 2000, h. 67. l.aurence Boulle,, The l-ru of GIo'

balizaticn An Introduction, Wolters Klun'et 2009. Gill, Indermit S., anC Todd Pugatch, At tlu

Frontlines of Deuelopment Reflection Ftom the wortd Bnnk, The world Bank, D'c', 2005' soek-

arwo, Menegul*nn Demokrasi Musymuarolr Deni Keseiahteraan Rakyat, orasi Pelantikan' Ge-

dung Nega;a Grahadi, Surabaya, iOU'' ma' ]imoh Omo'Fadaka Deaelopruent FromWthil'

Dialogrre, Vol. 11 No. Z 1978, tt. Ss. oaoea Joesoef, Industiatisasi dan Pentbangtman Manusia

Pernbangunan, dalam CSIS, Industialisasi Dalam rangka Pembatgunan rusional,lakarta 198? h'

g+. e.Clp6nggodigdo, Pr4uongon Bangsa indottuia Menegakkan Pancasila Dalam Mass Peniaia'

han/Pendudukan lepang, dalam Santiaji Pancasila' h'174'
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LJNDP memaparkan good Sooernance seba}ai hubungan yang sinergrs dan

konstruktif antala negara, sektor privat dan masyarakat dengan mengajukan

karakteristik berikut ini: rs

L. participation, setiap warga negala mempunyai suara dalam pembuatan

keputusan, baik secara langsung mauPun melalui intermediasi institusi

legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas

dasar kebebasan berasosiasi berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Z. Rule Of Laro, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang

bulu, terutamahukum unfuk hak asasi manusia

3. Transparenq. transpararui dibangun atas dasar kebebasan arus komunikasi'

Proses-proses, lembaga-lembaga dan rnformasi secara langsung dapat diterima

oleh mereka yang membuhrhkan. Informasi harw dapat dipahami dan dapat

dimonitor.

4. Responsioeness, lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba melayani

setiap stake holders.

5. Consensus Orientatbn, good gwernartce menjadi perantara kepentingan yang

berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bap kepentit S* yang lebih luas

baik dalarn hal kebiiakan-kebijakan mauPun Prosedur-prosedur.

6. Equity, semua warga negara, baik laki-laki ruruPun PercmPuan, mempunyai

kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga keseiahteraan mereka'

7. Effectiaeness anil Effrciency, proses-Proses dan iembaga-lembaga menghasilkan

sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan s'rmber-

surnber yang tersedia sebaik mungkin

g. Accountability, para per.buat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta

dan masyarakat (o'arl society) bertanggungiawab kepada publik dan lembaga-

lembaga stale laliler. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat

keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut unhrk kepentin gan internal

atau ekstemal organisasi-

g. strategicoision,para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif "good

gouerflance" dan pengembangan manusi.a yang luas dan jauh kedepan sejalan

denganaPayangdiperlukanuntukmembangunhalsemacamini.

ll

L

15 LAN, oP.cif.
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Terdapat pemahaman esensial tentang " goo d goaern ance" y ang mencerrninkan

ketertiban antarsektor dengan enam elemen utama " good goaernance" yarrgberupa:

Thc Rule of Law; Tlu Rtie of lntegi$; The Rule of T rnnsParcncy ; The Rule of P articipation;

Tfu Rule oi Accountability; danThe Rule of Value for Money'16 Tatanan pemerintahan

yang berbasis prinsip good gooernance iti kemudian berkembang dalam wadah

paradigmatik "good corporate Soaernflnce" (GCG). Goaernment yang bersendikan

GCG harus memperhatikan: "aturan main", integritas, transparansi, partisipasi'

akuntabilitas dan bervisi keuangan sec;[a yuridis tengah memasuki trerr ekonorri

pada pusaran globalisasi yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

Private Sektor

State-Public
Sektor

Society

Gambar 3: Karakter Sub6tansial GCG

Tata kelola pemerintahan tidak- la-gi dapat dilihat secara parsial dan tradisional'

Sektor-sektor kehidupan publik yang menyangkut sfafe tidak bisa lagi dilakukan

menurut standar organisasi pemerintahan konvensional, tetapi dengan menerima

kenyataan bahrnra negara telah hadir sebagai "korporasi" yang menggerakkan

ekonomi global-nasional-loka1. Pergerakan ekonomi yang saling mempengaruhi ini

menandakan tahirnya public-xctor refotm dalam kerangka "arpotation", terutama

bidang perekonomian sebagai sektor /an$ sarr$atmenguasai public-interesf (dalam

bahasa Pasal 33 UUD 1945 "... y*g menguasai hajat bidup oranS banyak .-.")'

16 The Civil Service Commission, Thailand, 1999' Sebagai tambahan Suparto WijoYo, Hukurn

Lingkungan di Antara ParaPemalas, AUP, Surabaya,2012, h' 68-143'

8
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GCG hadir mendorong ekonomi gtobal terus bergulir, termasuk di sektor

pertambangan nasional,u dan melahirkan"the emerging global economy" di berbagai

negara.rs Ekonomi dunia dengan sendirinya bergerak menuju aPa yang dinamakan

,,breakingbounilaies" dan hadirlah " competition policy in a clrange uorld" perdagangan

dalam segala tingkatannya.le Tata kelola pertambangan model Undang-unilatg

No. 4Tahun 2009 Tentang Pertambangan lr4ineral dan Batubara (uu Minerba) dalam

dinamikanya wajib membuka ruan8 "politic and social opportunities" sebagai

bagian dari pengambtlan "tlrc strategy anil the feasibitity of (Iou:ard) SocialWelfate"

untuk kepentingan Rakyat. Negara dengan struktur birokrasi dalam mernbentuk

public poliq mesti menyadari untuk selalu melakukan imprwanenf sebagai suatu

korporasi guna membangun colpo rute culture fur sustainable yourth karena memang

selalii ada ileoeloprnent challen ge s.zo

III. Fungsi Negara Sebagai Korporasi Untuk Mewuiudkan

ln/roresia lncorp otated Sektor Pertambangan

sebagaimana negara-negara lain di dunia yanS merumuskan tujuan negaia

d al am konstihrsinyA lndonesia me-netapkan tuiuan ne gala yang secarakonstitusional

harus diwuiudkan Tuiuan NKRI d.ituangkan dalam Pembukaan uuD 1945 adalah

" ... melinilung og*nP bangsa Indonesia ikn seluruh tumpah ilarah Indonesia ilaa unfuk

titenrujukanP,cxjahtetaan utnttm, mencerilnskanPehidupanbangsa, ilan ikut melltlaanalcan

Karan Pintu Gerbang MEA2075 lr^arus Dibuka, Kencana, Prenadalvledia

h. 54t580. The Wordlwatch Instihrte state ofThewodil our ufio/t Fu'

Company, New York-Londoru 2m6, h 67-98. Kotrll At.d', Stll|r-Ddncted

Pwer and lndustrialization in tlu Globtrt Peiplury, c-atr.*lridge university

Press, 2004 tt 109-116.

18 Merit E. |anow, at.all., TluwTo: c'ooernarc, Dislute setilemmt I Daeloping c-ountuia,hits

Publishing, Inc, 2008. HwarrYtrn Kinr, Locd c-owmmettt Finote anil Bonil Matfub, Asian De-

vetopmerit Bank, 20{B. Suparto wiioyo, otoila D ai Mana Dimutai?, AUP, Strabay q Ifi , B4S'

19 |oseph E. Pat liscl* Breaking Boundaies,Petersonls Book, New fersey, 196. Nicholas Moussis,
'Cuidc 

fo EuropearrPolicie+ European Study Service, 2000. Suatu bacaan yang menarik men-

genai hal ini luga adalah L-aurence Boulle,, Tle law Of Globalization An Introilucfron, Wolters

Kluwer, N,.h.67'n.
20 Robert C. Guelt, Issaes in Economics Todny, M&raw-Hill, 2012. Jerald Hage, and Charles H'

Powers, Post-lndustrial Liues: Roles and Relationslips in ttu 21st century, SAGE, L,ondoo 1D2,

h.32-57. CHR. Jimmy L. GaoL, A to z, Hwnan Capital: Mataienun sumber Daya Manusia:

Konsep, Teori, Dan peigenfuangan Dalam Konteks Organisasi Publik Dan Bisnis, PT. Grasindo,

Jakaria,2014, h. 7698. Pakde Karwo, Pintu Gerbang "' op'cit'' h' !34'

17 Soekarwodkk,Pckde
Group, |alorta,2015,
ture,Y,l.W.No,rbn &
DoeioqncnLPoliticsl
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ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamnian abadi dan keadilan sosial ...".

Tirjru. ini mendapa&an landasan ideologis bahwa pencapaiarurya harus dipandu

dengan dasar filosofis (philosoftche gronslag) Pancasila'

pemerintah mendapatkan amanat ideologis dan konstitusional untuk

mewujudkan tujuan negara dengan konsepsi yang dewasa ini memasuki babak

GCC. Terhadap hal ini secara yuridis-ekonomi terdapat pemikiran sistematis yang

disodorkan W. Friedman dalam The State and The Rule of Law in A Mixed Economy.

Dikemukakan bahwa terdapat empat fungsi negara dalam ekonomi carnPuran

yang dapat dlgambarkan dengan grafis seperti di Gambar 4.21

Keempat fur,gti negala bukan untuk dibenturkan tetapi disinergiskan,

terutama di sektor pertambangan Negara diberrtuk memang untuk menyediakan

layanan publik (public-xntices) bagi rakyatnya dengan fungsi prooidet, sekaligus

harus mengendalikan perilaku ekonomi <ialam bingkai frrngsi conttoller, termasuk

pada aktivitas badan usaha milik negara (BUMN) - public sectors atau swasta

(BU\,{S) - piaate sector, ka,-ena negara berfunpi selaku entrepreneur dengan tetap

menjamin keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi, mengingat negara memangku

juga fungsiumpire.

Gambar 4: Fungsi Negara dalam Pembangunan Ekonomi

21, Diolah dari pemikiran W. Friedmann Tlw State Attd The Rule Of l-aw in a Mixed Economy,

Stevens & Sons, [.ondon, lg7]',h.24'9.
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Negara memainkan Pelan dalam menciptakan keseimbangan seluruh dunia

usaha (enterpise) agar "public and pittate power" tidak saling menjatuhkan, tetapi

mendukung demi terwujudny a "balance betwcen public and piaate enterpise" '

Fungsi NKRI secara ekonomi dalam pikiran w. Friedmann sebenarnya telah

diformulasikan uUD 1945. Norma hukum yang tercermin dalam Pasal33 UUD

79452 memberi pesan fu ndarrtental mengenai penyelenggaraan perekonornian

nasional "... yong yentiilg bagi negara dan yang mengtnsai lajat hidup fiang banyak

dikuasai olelt negnra; kekayaan alam yang terkandung di dalarurya dikuasai oleh negara

dan dipergunalsm untuk sebesar-besar lcemakmuran ralayt; tlan petekonomian nasional

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan pinsip kebersamaan' efisiensi

berlceaililan, berkelanjutan, benwawasan lingkungan, kemandiian, sertfl dcngan menjagn

ke seimb angan kemni u an dan k'e satuan ekonomi nasi on nl' "'

Pasai 33 UUD 1945 mengalirkan panda-,rgan bahwa pada hakekatnya neg:ua

harus hadir cian dirasakan keberadaannya oleh rakyat. Dalam perkembangan

perekonorruan global sejak abad ke'20 cian alval abad ke-21 ini' jelrrsla-h bah'ara

the state as entrepreneur-corpotation yang bertumpu pada pii:uipprinsip GCG

berkewajiban memberi yang terbaik pada rakyatnya. Cita konstruktif denrikian

d.alam tindakan negara dihadirkart unh* 'melayani rakyat" layaknya hubungan

,'pr9dusen-k6nsumen" atau "kOrporasi bisnis dengan dtstotnets"' HUbungan

demil.jan mengacu pada bahasa David Straker masuk pada lingkup The Qudity

conspiracy. Negara sebagai korporasi niemberikan iaminan mutu hid-uP yang

berkualitas kepada rakyat yang mrrlti perspektifnya diolah dari David Straker dan

tersaj ikan berikut ini:ts

Gambar 5: Mutu Hidup yang Berkualitas Bagi Rakyat

22 Terhadap hal ini sebaiknYa dibaca Mohammad Hatta, Peniabaran Pasal 33 UUD '45, Muti-

ar+ Jakarta, 1980. Mohammad Hatla, Potitik, kbangsaan, Ekononri (192G1977), Kompas, 2015

Mohammad H alt4 Memb an gun Koperosi dan Koperrei Menbangun: Gagaso'n I Pemikiran,Kom'

pas,2015. LI3ES, Karya kngkap BungHattaJal<art4 2015' 43-98'

B Diolah dari pemikiran dan gagasanstraker, David, Tl:E Quality Conspiraal, Gower, 198, h'12-53'
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Pikiran dasar yang ditawarkan David Straker dapat menjadi pedoman yang

dapat digunakan untuk menyelenggarakan tata kelola pertambangan dengan

melakukarr "poliql change in pttblic sector reforms".2a GCG yang dibarengi dengan

kemampuan ParadiSmatik keterpaduan pengelolaan ekonomi negara secara

korporatif yang inte$al menjadikan model Good Corporate Goaernance System

sebagai GCG integratif, dimana dominasi keterpaduan rnenjadi orientasi penting

membangun pertambangan nasional. Interkoneksi antar sek-tor ekonomi mauPun

antar wilayah dibangun dengan komitmen dan konsistensi kepemimpinan yang

m1mpu memberikan "iaian alternatif" fialan lain) adanya keterpaduan fungsi-

fungsi neg:rra sebagai provider, regUlator, dan korporasi maupun wasit. Pola

pemikiran ini digambarkan sebagai berikutE

Gambar 6: Kepemimpinan dalam Keteqraduan Fungsi Negara

Tindakan an tidak boleh terpisah dengan kebutuhan publiknya

(integralbesfuur),karena semua urusan negara menjadi tanggungiawab pemerintah

yang menyentuh kepentingan pasar dengan tindakan yang patut ("behoorliikheid").

Dengan demikian neg.ua melakukan pengafuran ('command") dan pengawasan

24 Sebagai tambahan d,apat dibaca facques I:ffont, leary Regulation and DarcloPment, Carrl.'

bridi; University Preis, UK, 2005. Richard J. Pierce, lR, Regulated Industies In A Nutslwll,

West Publishing CO, 1984, h. 5C99.

ZS Diolah dari berbagai referensi, Jonah Goldberg Liberal Frccism: The Sectet History of the Amei'

can Leftfronr Mrcsolini to thcPolitia of Meaning, Doubleday, N7,h.154-212.TomGorman, Tfte

Anryieie ldeal's Guides, Ecotomics, Prenada, 2009. Habermas Iurgeru Teoi Tindakan Komwrika-

tif Buht Satu: Rasio ilan Rasionalisasi Masyart*af, Kreasi Wacan+Banhrl, 2012. Crug Burnside,

@aitor;, Fiscal Sustainability inTlwory and Prachcc,Tl'e World Bank Washington D.C., 2005.
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("control") dalam segala dimensinya, khususnya jalannya perekonomian agar tetap

terjamin adanya "the stability and the sustainabili$' .26 }iral demikian harus dibarengi

dengan perubahan paradigma pemimpin yang secala psikologis menurut Carol S.

Dweck lazim disebut "change your mindset chnnge your life". Pengelola kekayaan

tambang harus membuka diri dari keterikatan birokratik yang kaku menjadi

birokrat yang resPonsif.'

Untuk memudahkan pemahaman atas peran birokratik dalam pemerintah

yang terpadu dalam mempersiapkan hadimya (state) incoproprated sektor

pertambangan adalah dengan cara: (i) membangun tata kelola pemerintahan yang

terpadu dalam segala prosedur birokratiknya; (ii) memberikan jaminan stabilitas

ekonomi dengan pertumbuhan dan pemerataan yang inklusif; (iii) Pasar yang

kond.usif bagi produksi pertambangan dengan daya beii masir6a[.ut yang terus

bergerak serta infrastruktur yang memadai; (iv) iajaran birokrasi yang resporsif

dengan kemudahan pelayanan yang rarnah investasi; dan (v) pengaturan yang

berkepastian htrkum dengan implikasi rtegatifnya berupa persepsi munculnya

"negara yang terlalu turut camPur".

Manajemen pertarrrbangan yang mengkorporasikan fungsi negara memang

akan nrenimbulhan kesan hadirnya "iitenientionist state".a Terhadap hal demikian

ini dapat dikemukakan pandangan W. Friedmann di atas yang menyebut negara

aktif. ('the acthte state"). Negara mem:rng harus aktif atau responsif (dalam

ungkapan leluhur "tanggap ing sasmitoJ dalam melayani rakyat melalui

regulasi untuk rrrengatasi problem "equality anil fait competitioie" di sektor

pertambangan. Penataan ini tentu saia dengan i"iuti"S "administratioe iustice"

maupun " gooetnment Wlir!' .o

26 Beberapa pustaka dapat diruiuL, antara lain A|. Hoekema et.al., Integraal Bestuur, Amster-

4am University Presg 19S, h. 67-98. R. Crince k Roy. Bestuur en Norm, Kluwer-Deventer,

1985, tt tZ+5. Richard A. Posner, Ecotamic Analysis Of Inu', Little, Brown and Company,

192 Heemskerk W.H., Vonn en Wezen, Uitgerrerij LEMMA 8.W., UEecht, 1991'

T7 Carol S. Dweck, Cara Baru l,ielihat DuniaDm Hidup Sukees Tak Betlingga, Serambi Ilmu Se-

mest+ 2(XI7.

28 Secara khusus dapat dibaca |onah Goldberg, Libernl Fascisrn: Tlu Secret History of tlu Ameican

kft from Mussoliii to the Politics of Meaning, Doubleday, 2007. Michel Foucault, Kegilaan dan

Piradaban, Mailness and Civilization, Ikon Teralitera, Yogyakarta" 2C/C.2, h. 67-98-

29 Fri$of Capra, Titik Batik Peradaban: Sains, Masyaraknt dan Kebangkitan Kebudayaan,Yayasan Ben-

tangBudaya,Yogyak-arta,7997,145-187. GraydonCarter,, wutwe'oe Lost, Little, Browry 2004.

Kerry B. ioliison, Indonesiat Gold, SidHarta Publishers, Australi4 2012 Budi $trlistyo, dkk-,

t4Ods Sebentar Lagi: Sanggttpkah Kita Mengfupus kntiskinan Di Dunia?, KOMPAS, |akaarta,
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Kecenderungan tata kelola tambang dengan konstruksi GCG harus dibarengi

leadership yang berkomitrnen mensejahterakan rakyat dalam hgtt Indonesia

lncorporated. Negara dikorporasikan dalam makna tata kelolanya yang mamPu

memadukan antara sektor publik-privat dan sosial. Dalam lingkup demikian

terdapat hrlisan Declan Hayes, lapan's Big Bang: The Deregulation and Raitalizatiort

of The lapanese Economyyang mengulas secara komprehensif mengenai Japan Inc'30

Kehadiran Iepang sebagai supremasi ekonomi dunia melalui export-oriented

prodttcts: c(us, cumerds, electical goods dNrsebagainya tidak lepas dari perombakan

paradigma perekonomiannya meniadi lapan lncopotated. Ekonomi dibangun

dengan membuka akses dan kesempatan untuk mentransformasi cotporate

culture antara dunia usaha publik-privat <lan sosial. Pemerintah mengambil peran

sebagai pembuat kebijakan ekonomi yang tergolong "ooetaU- gtidelines" sebagai

wujud "gooerflmcnt-guaranteed" yaurrg dituangkarr dalam wujud "adntinistratiae

guido-nce". Konskuksi lapan lnc. terbangun dengan sikap solidaritas kelompok dan

pemirrrpin yang cerdas seria pah'iotik sebagai syarat utamanya'31

Selcor publik

Privat
W

Sektor sosial

W

W
Gambar z Konstalasi Pergerakan Menuiu Indonesia Incotporateil

2010. Terutarna tagi adalah Timothy Ash Garton , FreeWotlil: Ameic* Europe and tlu Sutpising

Futute Of TtuWest nanaom House, Inc., New York, m4. Ahmad Asnawl, Seiatah Paru Filsuf

Dunia: i0 Pemikir Terlwbil P aling Berpengaruh di Dunit, Indoliterasl Yohyakarla, N1'4-

30 Dectan Hayes, lapan's Big Bang: Tle Regulatiort and Rnitalizttion of tlu lryanese Ecotnmy,TtttJe,

BostorL 2000. Francis Fukuyama, kmenmgan Kapitalisnu dnn Demokrasi Liberal, Qalarru Yogya-

karta" 2m1. Francis Fukuyama, Tlw End of History andTlc last Man, Qalar& Yogyakarta, 2003.

Francis Fukuy am+ Trust: kbajikm Sosial Dan Perciptaan Kmtahrwran, Qalanr, Yogyakarta 2010.

31 Sayidiman Suryohadiproj o,20L2 dan iuga lihat ibid dan M. Harvey Breruter,, Pengnruh Eko-

nuni Terludap irerlaku jahat dan Penyelenggaraan Perailan Pidana, CV. Raitwali, lakaiq 1986. Eka

Budianta, Mo ral lndtut'i, Laporan dan Renungan, Pustaka Sinar Harapa+ Jakarta,1999,h.67-%-

14
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Makna suatu negara menjadi incorporuted dengan rumusan konsepsional

ailministratiae guiilance; kepemimpinan yang cerilas; soliclaritas kelompok, dan

p a tio ti smetertuan g dalam G amb ar 7 tersebut. UUD 1945 memberikan optimisme

bahwa Indonesia Incorporated dapat diwujudkan karena masyarakat Indonesia

sesungguhnya memiliki watak dasar yang dipersyaratkan dalam tatanan

Inilonesia lncorporated tersebut, yaitu: solider (kesetiakazoanan dan gotong

royonp)t serta Pakiotik (kepahlau)afian-fi4sionalisine) dengan kepemimpinan

yang visioner.32 P.egulasi pertambarrgan dalam jiwalnilonesia Incorporuteilharus

berma::Jaat dan berorientasi kesejahteraalr rakyal Praktik pertambangan selama

ini belum memberikan "kesejahteraan rakyat" sesuai Pasal33 tltlD 1945.

Kreasi hukum pertaurbangan dalam kontektualitas Inrlonesia Inc' disusun

sesuai dengan esensi negara keseiahteraan dengan hukum yang berkeadilan'

Ini merupakan wujud pengembangan cotPotate calture, solidaritas atau gotong

royong serta patriotisrr,e alias nasionalisme. Sehubungan dengan hal ini, nilai-r'ilar

keoercayaan menjadi perrentu langkah praktis yang terus dikembangk:rn Buna

n-rerealisasi agenda kolektif terwujudnya Inilonesia Izc' Langkah dan uPaya

itu selaniutnya ditakukan dengan memperkuat moralitas segitiga timbal balik

berikut ini:

Gambac 8: Segi Tiga Moralitas Pertambangan untuk Indonesia Incorporated

%@

32 Dapat dibaca A. Appadorai , The Substance o/Polifics. Ninth Edition, Oxford University kess,

Amen House, Lcnaon 8.C.4, 1961 p.63. Warren, Leinenweber and Andersen, Our Dcmocary

at ty',Io*second Edition, Prentice-Hall, INC, Englewood Cliffs, N.]., 1952 p.477480. United

States Information service, Embassy of the United States ff America, DelJarasi Kemedekaan'

200Tahun lJndang- lJndang Dasar Ameika Seikat, tth. H. 1-6. Philip Selzni&, Law, Society, and

IndustiaUnstic, Russel Sage Foundation, 1969; I.T. Smith and Sir john C. Wood, lnfur,tial

Lrao, Bufterworths, London, 1980; s. Takdir Alisiahbana (Ed), Dnsar-dasar Keisis senwsta ilan

Tanggutg lmoab Kita,Dian Rakyat, Iakarta, 1984; dan Y.B. Mangunwilaya,Tehrologi dan Dam-

pak Kebudayaannya,Yo. I dan II, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993'
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IV. Menata Pertambangan yang Meneguhkan Negara Keseiahteraan

Dalam semangat mewujudk arr lndo nesia Incorp orated dibutuhkan langkah

mengkonstruksi hukum yang mampu mendorong percepatan realisasi ketentuan

pasal 33 UUD 1945. Membuat legal franvwork di bid-ang perekonomian secara tepat

dan kontekstual bagi kesejahteraan rakyat merupakan pilih.an solutif. Mengingat

tata kelola tambang selama ini memberikan data yang sangat memprihatinkan,

antara lain: (a) memburuknya kualitas lingkungan akibat pertambangan; (b)

kesenjangan ekonomi semakin menganga; (c) bagi hasil yang tidak proporsional

antara pusat dan daerah; (d) kemiskinan meningkat di daerah kaya tambang;

(e) konflik sosial yang terus mewarnai dunia pertambangary (e) PenS-uasaan

areal tambang yang tidak sesuai dengan hukum (UU Minerba, UU Agrari&

UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Konservasi Tanah); (f) pelanggaran

tata ruang di bidang pertarrrbangan (meruiuk UU No. 26 Tahun 2CC7 tentang

Penataan Ruang); (g) f.:mpang tindih regulasi antara pengaturan pertambar,gan

dengan pemerintahan daerah (uu Minerba vs uu Pemda); ft) pelangSaran

hukum pertambangan secara sengaja maupun akibat ketidakpaheuneux (seperti

pengabaian pengenaan jarr.jnan pertambangan, reklamasi pasca tambang, dan

jasa kn-gkungan); (i) meluasnya pungutan liar; d* 0) degradasi lingkungan yang

semakin masif.s

Untuk itulah tata kelola pertarnbangan, meminjam bahasa Alan Gart saatnya

dikorrstruksi dalann konsep RD& yaitu: Regulation-Deregulation-Retegulatiotts

RDR- ditawarkanma:rtpu memberikan ruang dinamik menata sektor pertarnbangan

33 Berbagai bahan pemberitaan mengenai data ini dapat diikuti dari beragam media massa seP-

erti: Tempo, "Inbi Emas Freryort-lstana",19-25 Oktober 2016. Tempo, Goyang Muttilut Setya,

21-27 Deiember 2ll\6- Tempo, "Morat Mait Paket Ekotomi", 17-17 Juli 2016. Twtes, "Bumi

Meleleh",&14 Juni 2015. Sindo weekly, "uii Nyali Freepott",S Maret 2012 dan ikuti pemberi-

taan Koran KOMPAS, Republika sepanjang tahun 2017 ini saja akan dapat diketahui betapa

memburuknya tata kelola pertambangan nasional.

U Alan Gart, Regulntion, Deregulatiotr, Reregulatiott: Tle Future of the Banking, lnsurance, and Secu-

ities Industiis, |ohn Wiley & Soru, Inc, 1994. RDR pada mulanya memang hanya disodorkan

untuk merespon percepatan gerak dunia perbankan, asuransi dan seorrifies induskies dengan

pangsa pasarnya yang terus bergerak progresif Robert H. lauer, Perspektif tentang Perubalwn
-sosiat, 

gr"4e*"t an Alimandan s.U.), Rieneka Cipta, fakarta 193, h. 4w415, CSI9 op.of h.

Sg-117.]imoh Omo-Fadaka, Deoelopnrcnt FromWitltin, Dialogue, Vol. 11' No. Z 1978, h. 59-

76
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dengan ketepatan pengambilan kebijakan ekonomi pada laju ekspresif GCG (Good

Corporate Gmernance) dengan pijakan regulasi yang selalu tepat' william safire

dalam karyanya Tu Right word in The Right Place at The Right Time mengajarkan

perlunya legal framework pertambangan yang: tepat kata (perumusannya), tepat

tempat (wilayahnya), dan tepat waktunya.'s Perpaduan konsep 'DRD" dan "tiga

ketepatan" dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 9: RDR Alan Gart da:rTiga Ketepatan William Safue

RDRdenganprinsip"T'suKetepatan"merupakanfunhrtantatakelola

pertambangan yang berada dalam kerangka tl,e lfare stnte sebagaimana diamanatkan

uuD 1945. Rekonstruksi rrorma tata kelola pertambangan yang tersebar di bidang

investasi, market economy, korporasi, moda transportasi, distribusi, perbankan'

keuangan, asuransi, industri, perdagangarv ekspor impor's dan sektor lainnya mutlak

segera dilakukan, karena terdapat cenderungar, hanya untuk "mengeruk kekayaan

alam demi perrirrgkatan PAD (pendapatan asli daerah)". Potret ini sudah diketahui

publiiq seh-ingga perlu diadakan evaluasi (deregulasi) sekaligus reregulasi'

Rekonstruksi terhadap Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijaksanaan

dapat d.imengerti dari konsep legal policy yang dikemukankan Pekazycki:v "The

;ffi Ttu Right word in ttu Right place at tlu Right Tirna simon & schuster, New

York,2004 h.2$-2i37.

36 |oseph A. Schumpeter, Capitalisnr, socialisitr & Democraal, Pustaka. Peiajar, 2003' Petcr' senge'

at.all., Thc Necessary Reuol;tioru Hout Indiaiduals arul Organiztrtions Are Workittg Togetlet to Cre'

qte a SwtainableWirld, Nicholas Brealey, [ondou 2008- Dani W. Munggoro, dk-k'' Menggugat

Eksyansi lndnsti Pertanfunngan di lrulotusia,LATlN Bogor, lggg. P' Dvorin, Eugene and Rob-

ert H. Simmo ns, Dai Antoial sanryai Bkokrasi Humani*ne, Prestasi Pust&arayA Jakarta' 2000'

37 AIan B. Morrn$oy, lndustialisttsi clan Negara-negnra Dunia Ke|i:a (Alih Bahasa o.H c11p),

Bina Aksara, Jakarta 1983. Ivlargareth M. Poloma, Sosiologi Kontemporer (teriemahan YA$

oGAMA), Raia Grafindo persadi, |akarta, 794,h.380, 387-389.l.B.l.M.Berge Ten, Besclunn-
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essence of the problem of the policy of law consists in scientifically justified prediction of tlte

effect if certain legal enactments are introduce and elaborating pinciples uhiclt utill bing

about some desirable effect". Perputaran pembaruan hukum di sektor pertambangan

den gan RDR yang dikaitkan dengan kebij akan publik perekonomian suatu ne gara,

dapat dituangkan dalam siklus skematis di bawah ini:

Gambar 1& Perputaran Pembaruan RDR Pertambangan Berkelaniutan

ingtegendeoaertvid,W.E.l.Tjeenk Wiltink Zwolle,l93. Velix V.Wanggai, Pentbangunan Untuk

Semua: Mengelola Pembangman Regional a la SBY,lndomultimedia Communication Group,

2012. Richard A. Wasserstrom, Morality and tlu Lcro, Wadsworth Publishing Company, tnc.,

Bellmont, California 1971.

38 Pengaturan tambang (terutama kasus Freeport) mengenai kewajiban divestasi 51% meru-

pakan benhrk reregulasi pertambangan. Masalah divestasi 51% ini berdasarkan Pasal 24

@Y

18

Dewasa ini P.DR telah dilakukan untuk melaksanakan'Gcc di bidarrg

pertambangan. Penerbitan Pernturan Pemetintah }lo. 7 Tnhrm 20'1,7 tentang

Perubalun Keernpat Atas PP Nomor 23 Tahun 201.0 Tentang Pelal,'sanaan Kegiatan

Llsaiu Pcrtambungan Lftineral dan Batubara, tertan-ggal 11 Januari 2017 berikut

aturan turunannya, merupakan penielmaan konsepsi RDR-GCG tata kelola

pertambangan. PP No. 1 Tahun 2017 yau.lg ditindaklanjuti dengan hadirnya Permen

ESDM No. 5 Tahun 2077 tentang Peningkaton NilaiTambah Mineral melalui Y'egiatan

Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Ncaeri darrPeraturan Menteri ESDM No.

6 Tahun 20'1.7 tentang Tata Caru dan Persyarutan Pemberim Rekomendasi Pelal',sanaan

Penjualan Mineralke Luar Negeri Hasil Pengolnlun dan Permurnian, dapat dipahami

sebagai keseriusan Pemerintah mengurai ragam kepentir,gan pertambangan.s
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RDR untuk pertambangan di negara kesejahteraan dalam bingkai lndonesia

btcorporateil, dapatdigambarkan seperti di bawah ini:

@w W

@

@ @
Gambar lt Rute Petwuiudan RDR dalar.r Pertambangan Berkelaniutan lnlonesta lncorporated

Apa yang menjadi ukuran suatu negara dinamakan negara kesejahteraan?

secara teoritis, menurut Bismarck, keberhasilan PeneraPan Negara Keseiahteraan

diukur dari tiga vadatrel yaitu:3e (1) pemenuhan kebutuhan biotogis warga, (2)

pemei.uhankebutuhan pengembangan diri dan sosial wargaserta (3) ketersediaan

fasilitas umumbagi warga.s Kesejahteraan akan tercipta secara teoritis bersentuhan

dengan Ega dimensi: politik, sosia-I, dan ekonomi. Indonesia Inc. sejatinya

menggulirkan konsepsi bahwa ne8ara harus hadir membuat kebifakan ekonomi

untuk kesejahteraan rakyat, serta membuka akses seciua adil dan keterbukaan

pemerintahan (opatbaat bestuur).ar

KontrakKarya ffi tahun 1991, sebenarnYa harus tuntas tahun2011. Dalam KKini, Freeport

dibahasakan oleh hukum telah melakukan wanprestasi, mengabaikan isi perianiian yang

telah disepakati sendiri. HadirnYa kebiiakan pertambangan yang telah diperbuat Pemer-

intah dimaksud secara konstitusional hendak memperkuat perreguhan diri sebagai negara

keseiahteraan dengan semangat Indonesia lncorp orute d lerus dinntangkan. Perkembangan

dinamik ftrngsi Pemerintah dalam perekonomian negiua keseiahteraan yang berkomihnen

mewuiudkan lndonesin lncorporated telah membawa cahu firngsi negara berfalan paralel.

39 Tri Wdodo, "MEA dan fawa Timur", dalam Soekarwo' Soekarwo dkk., Pirrtrr Gcrbang MEA

{p

<3

w

2075 Harus Dibul<a,Prenada Media Group, ]akarta, 2076' h' 39-57'

40 Mahmud Syaltou! "Negara Keseiahteraan dan Posisi |awa Timur", dalam Soekarwo dkk''

pinnrC*fting MEAZlli Harus Dibut<t, Prenada Media Group,Iakarta, 2016,h'87-90'

47 lames Garvey, 20 Karya Filsafnt Terbesar, Kanisius, Yogyakarta 2010._H L.A- Hart, Lmo Liberty-

Arul Moratity: Huhml KebeasanDan Moralitas, Genta Fublishing, PO.BOX 1095 YK-55000, 2000'
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Kristalisasi konsepsi GCG yang implementatif untuk pertambangan yang

mensejahterakan rakyat saya tawarkan dengan mmusuu:t berikut ini:

@@'

Gambar 12: Implenrentasi GCG dan Ekonomi Inovasi dalam Tata Kelola Pertambangan

Indorcsia lncorPoiated

pertambangan dalam Inilonesia Incorporated harus dikelola secara CCG

melal,-ri paradigma corporate phitosophy and corporate cultute fot sustainable

growthdengan pemerintahan yang integratif.{2Tata kclola ini untuk mewuiudkan

negara kesejahteraan berlegitiina-.i RDR seperti gambar berikut ini:

paul Hawkeru The Ecology of C-omntera: A Dedaration of Sustainabili{t, Harper-Business, New
york 1ffi.G.W.F. Hegel, Fibafnt Sejarah, Pnstaka Pelaiar, Yogyakarta, 2001. A. Hoogerwert,

llmu pemeintalwn,Erlangga,Iakart4 1983. Ten Berge, at.all., VertJaraniht;aotdenbu* Opnbaar

Bestuur,Tjeenk Wiffinf fS9Z. CH, I. Enschede De Madtt Van De Redrtswtqs&aP: Otterlwiils'

beteiden maatscturppijwetaacltcppen, Universitaire Perslride& Kluwer-Derrmter, 1!179.

42 Bandrngkan Karl R. Popper, MasyarakntTerbr*a dan Musufumusulmya, Pustaka Pdaiar, Yog-

yakartai ZOOf . ]ohn Rawls,, A Tluory of lustia: Teoi kadilan, Dasar-dasar Filsafrt Politik untuk
'Mewuiudknn 

Kuejahternnn Sosiat italam Negarn, Pustaka Pelaiar, Yogyakarta, 2011, tt 8+289.
y.B. Mangunwiiaya, Tefuologi ilan Dampak Kebudaynannya, Volumcn tI, Yayasan Obor Indo-

nesia, Jak-arta, 1945' Alfred Marshall, Pinciples of F'conomia' Macrnillan & Co Ltd' [pndon'

1959. Donella Meadows,, at.all.., Batas-Batas Pertuurbuftarr, Gramedia, falarta, 1982 Reihard

Mohn, At Age of Nao Possibilities: Hoo Hunww Values anfuttr Entrcpreneuial Spifi Will bad

lJs ittto the Future, Crown Publishers, New York, 2(M. Baca pula Asebm Shrivastava and

Ashish Kothari, Clurning Tte Eanh, Penguin Book India, 2012. Thomas crump, How Tlu

lndustaal Reooyrtion Ctwige TluWoild,Robiruoru Uf\ 2010. Robert D. IGplan, Tlw Raenge of

Geography, Random House Trade Paperbacks, New York 2012. Chris Goodall,TenTeclmolo'

gies To Fix Energy and Climate, Mixed Sources, London, 2008,h'7G98'

20
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Kebutuhan RakYat sebagai Sumber

Legitimasi yang PARTISIPATORIS

Perwujudan tata kelola

pemerintahan model GCG

Kesejahteraan RaJ<Yat dengan

RDR yang meneguhkan realisasi

INDONESTA INCORPORATED

Gambar13:LingkarEsensialGCG-ItDPl'InilonesialncorVordeildalam 
NegaraKeseiahteraan

Negara Kesejahteraan Lerdasarkan uuD 1945 melakukan tata kelola

pertambangana3 sesuai dengan Public Intetest GCG-RDR'Indonesia Incorporated

sebagaimar,a Ganrbar ini:

Gambar lrt Konstelasi Tata Kelola Tambang dalam Perwuiudan GCG'RDR-Indonesia

lrcotYorated

untuk merealisir itu semua dibutuhkan manajemen kepemimpinan yanS

harus mampu meniadi generator perubahan besar bagi kesejahteraan rakyat yang

berbasis public-participafioa. Pertarnbangan di NKRI harus ditata kelola dengan

berpijakpadaPancasila,UUDlg45,NKRIdanBhinnekaTunggallka:

43 Lihat TonYEvans,HununRigltts inTtu Global Potitical Econonty,Lynne Rienner Publishers' Lon-

don 2011. Armando Matrler dan Nurhadi Sabirin, Dai Grcberg Sauryai Anwnqarz, PT' Grame-

dia Pwtaka Utama" JakartL Z)08. Daron Acemogltl dan James A. Robhson, Mengapa Negara Ca-

gnl, 1noal Mula Kehtaswr, kn utht urat, dan l(afiskirum'PL Elex Media KomPutindo, New York

2012. N.E. Algra at., all.,Proful van fut Recht, Kluwer, 1999. Erich Fromnu Ak'nr Ke?'enran, Anolisis

Pustaka Pelaiar, Yogyakarta 2000, h. 14a2%'
S osiu P sikolo gis atas Wntak Manusi a,
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Gambar 15: Pijakan Tata Kelela Pcrtambangan Berkelanjutan

Dengan demikian akan terwujud tata kelola pertambangan yang partisipatoris
dalam setiap penentuan kebijakan, perizrnan, dan pengendaliannya. Investasi
pertambangan diiaksanakan secara terbuka derrgan siklus RDR. yang menjunjung
tiogg nilai-nilai kebangsaan dan k-eadilan. Tidak boleh lagi ada daerah kaya
tarnbang yang rakyatnya miskin.

22
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V. PenutuP

KesimPulan:

a. pertambangan untuk kesejahteraan rakyat adalah amanat konstitusional UUD

1945 yangharus dikelola melalui Pemmusan legal ftamework pertambangan

yang: tepat kata (perumusannya), tepat tempat (wilayahnya)' dan tepat

waktunya sedasar konsepsi GCG-RDR- Indonesia lncorporated.

b. Pernikiran konseptual dan implementatif tata kelola pertambangan untuk

mewujudkan Indonesia Incorporated yang berorientasi kepada kernakmuran

rakyat sebagaimana dinormakan uuD 1945 mempersyaratkan perlaku an secara

korrsistenprinsipprinsipbekerjanyaGCGyangditopangolehmekanisme

R-DR, SDM dan ieailershiP y*Sprofesional, pemanfaatan Tieknologi Informasi

secara fungsional, serta kontrol publik yang demokratis'

Saran:

a. Pengaturan sektor pertambangan harus dirumuskan ulang untuk memperkuat

perekonomian nasional cli kancah globai dengan orientasi :ttama tata kelola

tambang bagi "sebesar-besar kemakmuran rakyat" guna mengembalikarn

karakter NKRI sebagai negara (hukum) kesejahteraan'

b. Dalam kerangka Indonesia lncorporated, meminiarn kata-kaia Peter sengel

merekonstruksi regulasi pertambangai:r sesun$$uhn ya tle necessary ranolutiorr

untuk melakukan tata kelola yang berkelanjutan dengan menetapkan kebijakan

sesuai pesan utama Pasal33 uuD L945: "untuk sebesar-besar kemaicmuran

rakyat".

Akhimya,sebagainegarakayatambanglndonesiaseyogianyamengambil

pralr.arsa menyediak $ lalan Baru perwujudan Negara Keseiairteraan dari sektor

pertambangan. Pubtik menyadari bahwa masa depan memang menyediakan

pikiran bar u. (new thinkrng), pilihan baru, (nat choices) dan aw albara (naobeginnings) '

tetapi masa depan baru ihr dimulai dari komitmen dan konsistensi leader dalam

mengambilkeputusan.Suaratatakelolapertambanganyangmenyejahlerakan

rakyat akan terus meng8ema dalam wadah lndonesia lncorporated dengan hukum

yang to create a sustainable danelopment'

44 p"t*- t.all-, The Neussary Reuolutton: How Indioiduals and organizations Are working

Together io Create q SustainableWorld, Nicholas Brealey' London' 2008'
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